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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan
makmur yang merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka,
bersatu, dan berkedaulatan rakyat. Titik berat pembangunan diletakkan pada bidang
ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas
sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan
terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan selaras,
serasi dan seimbang guna keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi dalam

rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Bertitik tolak pada pembangunan tersebut, maka pemerintah dan rakyat
Indonesia mempunyai kewajiban untuk menggali, mengolah dan membina potensi
yang ada tersebut guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan
Undang Undang Dasar 1945. Hal ini merupakan sebuah konsekuensi logis bagi
bangsa Indonesia yang memang sebagian besar penduduknya hidup di daerah
pedesaan yang mencapai 70% dari keseluruhan penduduk di Indonesia. Sehingga
titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan. Arti penting pembangunan
pedesaan adalah bahwa dengan menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan,
usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan

miskin, kesenjangan desa dan kota akan dapat lebih diwujudkan. Desa sebagai



bagian wilayah dari sebuah kabupaten, memiliki otonomi asli. Walaupun dalam
batasan otonomi asli, desa dapat membangun kemampuan sumber daya ekonomi
dan keuangannya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan
peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan mengelola sumber daya lokal
berupa sumber daya manusia (penduduk), sumber daya modal (uang), sumber daya

alam (tanah, air, hutan), dan sumber daya sosial.

Pemerintahan desa dilaksanakan oleh kepala desa sebagai Badan Eksekutif
dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Badan Legislatif. Pemerintahan
desa inilah yang selanjutnya mengayomi masyarakat serta mengurus kepentingan
desa dalam bidang pemerintahan, dan pembangunan. Walaupun seyogyanya desa
memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, namun diperlukan juga suatu badan yang
mengurus kekayaan asli desa demi terjadinya keseimbangan dana pembangunan.
Untuk itulah perlu suatu lembaga yang dapat mengelola potensi desa dengan
maksimal maka didirikanlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang seluruh
modalnya berasal dari kekayaan desa seperti industri berbasis masyarakat,
pertanian, pertambangan, perkebunan, perdagangan, pariwisata, dan lain-lain.
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh
masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa
dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes sebagai salah satu
lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan harus memiliki perbedaan dengan
lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan

kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap



peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, agar tidak berkembang
sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-
nilai kehidupan bermasyarakat. Pendekatan yang diharapkan mampu menstimulus
dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian
kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga
ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi pemerintah, tetapi harus
didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi
yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar. Lembaga
ekonomi ini agar keberadaannya tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang
memiliki modal besar di pedesaan, maka kepemilikan lembaga itu oleh desa dan
dikontrol bersama dimana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup

ekonomi masyarakat.

BUMDes dalam operasionalisasinya ditopang oleh lembaga moneter desa
(unit pembiayaan) sebagai unit yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit
maupun simpanan. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang
memadai, pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan distribusi aset kepada
rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di
pedesaan. Tujuan akhirnya, BUMDes sebagai instrumen merupakan modal sosial
(social capital) yang diharapkan mampu menjembatani upaya penguatan ekonomi
di pedesaan. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah strategis dan
taktis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar, dan penyusunan desain
lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan, disamping itu perlu memperhatikan

potensi lokalistik serta dukungan kebijakan (good will) dari pemerintahan di



atasnya untuk mengatasi rendahnya surplus kegiatan ekonomi desa disebabkan
kemungkinan tidak berkembangnya sektor ekonomi di wilayah pedesaan. Hal ini
akan mengakibatkan terjadinya integrasi sistem dan struktur pertanian dalam arti
luas, usaha perdagangan, dan jasa yang terpadu akan dapat dijadikan sebagai

pedoman dalam tata kelola lembaga.

Pada saat ini pengaturan mengenai BUMDes diatur dalam Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1) huruf a yang menyatakan
pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi,
gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Berdasarakan penjelasan dari
Pasal 72 ayat (1) huruf a yang dimaksud dengan pendapatan asli desa adalah
pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan
kewenangan skala desa. Kemudian maksud dari hasil usaha adalah termasuk hasil
dari BUMDes. Selanjutnya BUMDes diatur dalam Pasal 87 yang menyatakan desa
dapat mendirikan BUMDes yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan
kegotong-royongan. BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi
dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes diatur dalam Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran
Badan Usaha Milik Desa. Dasar pemikiran pendirian BUMDes didasarkan pada
kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa

(inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif,



partisipatif dan transparansi. Selain itu pengelolaan BUMDes harus dilakukan
secara profesional dan mandiri. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di
desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial

(commercial institution).

BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat
melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai
lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya
lokal (barang dan jasa) ke pasar. BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk
konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa dan
merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis
potensi, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa
melalui pengembangan usaha ekonomi mereka, serta memberikan sumbangan bagi
pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan
pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal. Tujuan
pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa.
Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari
BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap pemerintah desa memberikan
dukungan dalam merespon pendirian BUMDes. BUMDes sebagai badan hukum,
dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan
kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk
BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai
dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumber daya yang dimiliki masing-masing

desa. Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah



(Perda). Selanjutnya tugas dan peran pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan
penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau
pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi,
disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah
memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan serta pemenuhan lainnya
yang dapat memperlancar pendirian BUMDes. Selanjutnya, mekanisme
operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Untuk itu,
masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan
baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan
komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai
yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah
berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang
berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa (Pemerintah
Desa tokoh masyarakat/ketua suku, ketua-ketua kelembagaan di pedesaan). Di
beberapa kabupaten telah banyak desa yang mempunyai BUMDes, ada yang secara
mandiri mengembangkan potensi ekonomi desa yang ada, ada juga yang didorong
oleh pemerintah kabupaten setempat dengan diberikan stimulan permodalan awal
dari APBD kabupaten melalui dana hibah dengan status dana milik masyarakat desa
dan menjadi saham dalam BUMDes. Saat ini belum banyak BUMDes yang
berkembang dengan baik. Penyebab utamanya antara lain adalah tidak dikelolanya
BUMDes secara profesional. Undang-undang desa sudah membuka pintu untuk

menggerakkan perekonomian di desa. Akan tetapi harus kita sadari bahwa desa



memerlukan peningkatan keahlian dan ketrampilan dalam mengurus Badan Usaha
Milik Desa. Keberadaan Perda juga sangat diperlukan agar nantinya BUMDes yang
sudah dibentuk dapat berkembang dan menjadi kuat sehingga dapat menopang
perekonomian desa. Perda tersebut mengatur tentang tata cara pendirian BUMDes
sehingga pemerintah desa yang akan membentuk BUMDes mempunyai payung
hukum dan acuan dalam mendirikan BUMDes. Salah satu BUMDes yang ada di
Kabupaten Jombang adalah BUMDes “Maju Mundur” yang ada di Desa
Mojokrapak Kecamatan Tembelang yang berdiri pada tahun 2014. Yang di

dalamnya terdapat banyak unit-unit usaha yang di kelola di antaranya yaitu :

1. GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani Perwakilan dari Dusun)

2. Bank Sampah

3. KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari)

Penelitian yang di lakukan oleh Ade Eka Kurniawan (2015) yang berjudul
“Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Pendapatan Asli
Desa” di Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga. Dalam
penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) dalam peningkatan pendapatan asli desa sebagai Fasilitator, Mediator,
Motivator, Dinamisator mengalami peningkatan. Peranan BUMDes Desa Lanjut
sudah melakukan tugas sesuai dengan acuan BUMDes tersebut, tetapi terjadi tidak
sesuai dengan yang di inginkan karena hanya meningkat Rp. 3.940.000,- saja.
Sehingga anggota BUMDes Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten

Lingga harus bisa membuat BUMDes semakin maju lagi dengan cara



mengembangkan usaha-usaha yang sudah di kelola selama ini dengan baik dan

benar.

Penelitian ini menindaklanjuti dari penelitian Berlian Ramadana, (2006)
dengan judul Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguat
Ekonomi Desa (Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang), hasilnya
menunjukkan bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Desa sudah sesuai dengan
peraturan daerah Kabupaten Malang yang kemudian di atur oleh desa dengan
peraturan desa mengenai Badan Usaha Milik Desa. Akan tetapi semua bidang usaha
saat itu tidak berjalan dan tidak dapat menyokong pendapatan desa,sehingga dapat
di katakan eksistensi dari Badan Usaha Milik Desa ini hanya sebatas papan nama
saja. Persamaannya terletak pada variabel yang digunakan yaitu sama-sama
meneliti Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Sedangkan perbedaan pada
penelitian ini terletak pada objek dan tahun penelitian yaitu pada penelitian Berlian
Ramadana, (2006) Di Kecamatan Dau Kabupaten Malang, penelitian ini di Desa

Mojokrapak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang tahun 2017

Desa Mojokrapak menjadikan BUMDes sebagai penggerak perekonomian
masyarakat desa dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
desa. Pemerintah Kabupaten Jombang mengharapkan dengan dibentuknya
BUMDes dapat mengelola secara optimal sumber daya desa seperti sumber daya
manusia, sumber daya modal dan sumber daya alam yang berorientasi mencari
keuntungan dan pelayanan sosial. Dengan mengelola sumber daya yang dimaksud,
selain diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan yang

terpenting adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Dari fenomena diatas



maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang BUMDes dengan mengambil Judul
“Pengaruh Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa

Di Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang”.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan judul penelitian dan latar belakang yang ada, dapat disimpulkan
rumusan masalahnya adalah bagaimanakah peranan Badan Usaha Milik Desa
terhadap pendapatan Asli Desa di Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang

Kabupaten Jombang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peranan BUMDes terhadap
Pendapatan Asli Desa di Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang Kabupaten

Jombang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis
a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta memberikan kontribusi
yang berarti dan bermanfaat bagi pembangunan ilmu ekonomi khususnya
hukum akuntansi publik melalui program BUMDes.
b. Hasil penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat memberikan

sumbangan bagi perkembangan ekonomi khususnya dalam ilmu ekonomi
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yang di dalamnya terdapat kajian tentang konsep Pendapat Asli Desa dan
BUMDes
2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi
bagi pemerintah dan pemerintah desa khususnya untuk pembentukkan dan
pengelolaan BUMDes guna membangun ekonomi desa dengan cara
meningkatkan Pendapat Asli Desa melalui BUMDes.

b. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu
sumbangan pemikiran sebagai masukan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa serta sebagai bahan evaluasi program dan
mingkatkan kinerja demi terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat

Jombang.



